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BAB III 

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. SAJIAN DATA 

Pada Bab III ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh 

mengenai pengelolaan isu humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan 

relokasi area parkir Malioboro. Data yang akan disajikan oleh peneliti yaitu 

berupa data wawancara terhadap informan, dan dokumen yang telah dilakukan 

pada bulan November 2016 - Januari 2017. Selain itu, pada Bab ini juga akan 

dilakukan analisis data sesuai dengan kerangka teori yang telah dipaparkan pada 

Bab I. 

Penyajian pada Bab ini akan disusun berdasarkan wawancara mendalam 

terhadap 4 narasumber dan pengamatan terhadap dokumen yang dimiliki Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana tahap dan aktivitas pengelolaan isu humas Pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro pada tahun 

2016, sehingga penyajian data akan dibagi menjadi empat tahap yaitu perencanaan 

di mana terdapat identifikasi isu dan analisis isu terkait relokasi area parkir 

Malioboro. Tahap kedua berupa pengorganisasian yaitu bagaimana penentuan 

strategi pengelolaan isu yang dipilih humas Pemerintah Kota Yogyakarta 

kemudian disosialisasikan kepada instansi yang terlibat dalam relokasi area parkir 

Malioboro. Tahap ketiga merupakan pelaksanaan dari pengelolaan isu humas 
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Pemerintah Kota Yogyakarta berikut faktor pendukung dan penghambat yang ada. 

Tahap terakhir adalah evaluasi hasil yaitu apakah pengelolaan isu humas 

Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan target yang ingin dicapai. 

Humas pemerintah memiliki peran untuk menjaga reputasi dan citra 

suatu pemerintahan, membangun hubungan yang baik kepada stakeholder, dan 

tentunya mendapatkan kepercayaan publik. Pengelolaan isu merupakan salah satu 

kegiatan yang dilakukan humas Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjaga 

reputasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mendapatkan kepercayaan publik 

terhadap pemerintah. 

1. Peran Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam Pengelolaan Isu Relokasi Area Parkir Malioboro 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Pemerintah Kota 

Yogyakarta merupakan bagian yang memiliki fungsi untuk membantu tugas 

Sekertaris Daerah sehingga dalam kegiatan yang dilakukan humas lebih condong 

pada pelayanan internal. Humas memiliki tugas untuk mengelola arus informasi 

masuk ataupun arus informasi keluar baik di tingkat walikota dan ketua SKPD 

yang ada. Pengelolaan arus informasi masuk dalam bentuk berperan aktif 

menyerap informasi dari stakeholder melalui monitoring media, mengelola 

keluhan, dan aspirasi masyarakat. Kemudian pengelolaan arus keluar merupakan 

kegiatan humas dalam menyampaikan produk-produk kebijakan pemerintah agar 

bisa diterima dengan jelas, tidak bias dan lain sebagainya. 

“Kalo lokus bagian Humas dan Informasi tadi karena sifatnya adalah 

pembantu Sekertaris Daerah sehingga kegiatannya dominannya adalah 

pelayanan internal. Jadi yang namanya bagian itu adalah dominannya 
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pelayanan internal pada walikota, pimpinan yang lain dan juga SKPD 

yang lain dalam konteks hal ini adalah pada aspek informasi arus 

informasi. Bicara tentang arus informasi itu ada dua, satu arus informasi 

keluar sebagai bentuk bagaimana kemudian agar produk-produk 

kebijakan dan produk-produk apapun itu dari pemerintah kota 

Yogyakarta bisa tersampaikan ke publik dan masyarakat bisa 

menerimanya secara jernih, jernih itu ya jelas tidak bias dan lain 

sebagainya. Yang kedua adalah melakukan dan mengelola arus masuk 

informasi secara aktif artinya ini menyerap informasi dari masyarakat, 

masyarakat itu bukan berarti masyarakat secara umum masyarakat luas 

tetapi juga masyarakat sekmentatif seperti media baik itu media 

mainstream ataupun sosial media sehingga menjadi kewajiban kita 

adalah setiap hari mencermati media dan mencermati aspirasi publik 

dan juga kemudian kita mengelola apa yang dinamakan keluhan publik, 

aspirasi publik, keluhan-keluhan publik dan lain 

sebagainya.”(wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius 

Trihastono, 3 Januari 2017) 

 

Dalam Pemerintah Kota Yogyakarta, Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi memiliki peran yang cukup penting karena posisinya yang berada di 

bawah Asisten Sekertaris Daerah sehingga dalam perannya Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi memiliki peran strategis dan peran taktis. Peran 

strategis berupa pelaksanaan telaah media untuk memberikan masukan pada rapat 

koordinasi rutin yang dilakukan Walikota. Selain itu, dalam peran taktis dilakukan 

pelayanan keluhan, aspirasi masyarakat, mengelola serta mengidentifikasi rumor, 

isu yang ada di masyarakat. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi juga 

membantu Kepala Dinas untuk melakukan klarifikasi kejadian-kejadian terkait 

dengan tanggung jawab mereka.  

“Ada aspek support kebijakan dan juga ada aspek teknis artinya kan 

support kebijakankan itu strategis lalu apa bentuknya yaitu 

produk-produk telaah informasi kita setiap hari senin itu digunakan 

sebagai bahan rapat koordinasi terbatas oleh walikota. Jadi itu aspek 

strategisnya. Aspek teknisnya kita harus melayani alur komunikasi 

keluhan publik, harus memberikan akses dan konten informasi kepada 

masyarakat, mengelola mengindentifikasi dan menginput informasi 
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rumor isu polemik yang ada dimasyarakat.” (wawancara dengan Kepala 

Bagian Humas, Ignatius Trihastono, 3 Januari 2017) 

 

“Sebagai contoh ada jembatan rubuh nah kalo humas itu kan ga bisa 

jawab wah secara teknis ga bisa jawab ya mas ya karena ukurannya 

harus segini, besinya harus segini nah itu biasanya kita yang panggil 

kepala dinas kita temuin aja media ya formatnya seperti satu jumpa 

pers.” (wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas, Tedi Saparian, 3 

Januari 2017) 

 

Pengelolaan isu menjadi sebuah kegiatan penting yang dilakukan Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi dan ditangani langsung oleh Sub Bagian 

Humas dan Sub Bagian Promosi dan Publikasi. 

“Ya itu adalah fungsi humas dan fungsi promosi publikasi, jadi humas 

itu juga itu tadi mengelola isu, me-manage isu, bahkan kadang-kadang 

membangun isu juga.” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas, 

Ignatius Trihastono, 3 Januari 2017) 

 

Di samping melakukan pengelolaan isu terhadap rumor yang berkembang 

di tengah masyarakat, terkadang humas juga dituntut untuk membuat sebuah isu 

yang dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi memiliki Sub Bagian yang melakukan pengelolaan isu di dalam 

program kerjanya yaitu Sub bagian Humas dan Sub Bagian Promosi dan Publikasi. 

Setiap Sub Bagian memiliki Segemntasi media yang berbeda, Sub Bagian Humas 

lebih memfokuskan kepada media cetak, lalu Sub Bagian Promosi dan Publikasi 

lebih memfokuskan kepada media televisi dan media luar ruang serta majalah 

internal. 

“Saya di bagian Sub Bagian Humas di bawah saya ya mitranya ya 

media, kalo ibu Tutik Sub Bagian Promosi dan Publikasi mitranya itu 
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TV, media luar ruang, sama majalah internal.” (wawancara dengan 

Kepala Sub Bagian Humas, Tedi Saparian, 3 Januari 2017) 

 

Media menjadi unsur penting dalam melakukan pengelolaan isu sehingga 

perlu dilakukan pendekatan-pendekatan khusus terhadap media yang lebih 

spesifik. Bagian Hubungan Masyarakat sering melakukan diskusi informal dengan 

redaktur media untuk membangun hubungan baik dan memberikan refrensi yang 

objektif sehingga media dapat memberikan suatu pemberitaan yang tidak sekedar 

melihat fakta yang ada.  

“Kami juga secara informal melakukan diskusi-diskusi dengan media 

bagaimana kita bisa menyampaikan kepada redaktur pelaksana apa sih 

sebetulnya tujuan latarbelakang dan arah dari penataan malioboro itu. 

Jadi kita pengen memberikan refrensi yang objektif luas kepada media 

sehingga ketika kemudian mereka menyampaikan kepada publik itu 

kemudian tidak sekedar memotret fakta memotret kejadian” (wawancara 

dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius Trihastono, 3 Januari 2017) 

 

Pengelolaan isu dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro 

menjadi perhatian penting bagi Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi. 

Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pelaksana relokasi area parkir Malioboro 

sempat mengalami penolakan dari warga dalam pelaksanaan program tersebut. 

Banyak muncul pemberitaan di media tentang penolakan relokasi area parkir 

Malioboro, namun humas merasa hal tersebut merupakan hal yang wajar.  

“Itu adalah sikap yang sangat wajar bagi kami, ada kecemasan dari 

temen-temen parkir kemudian mereka punya aspirasi, mereka punya 

kekhawatiran-khawatiran mungkin penjelasan yang kami sampaikan 

kurang jelas atau jelas tapi ada gap orientasi, arah kebijakannya seperti 

ini mereka punya ekspektasi seperti ini. Jelas ini bukan sesuatu yang 

kemudian mudah ya kami mengerti kami akan mengikuti itu tidak 

seperti itu. Sehingga kemudian yang namanya mereka berpendapat, 

mereka kemudian menyampaikan pendapat itu ke Dewan, 

menyampaikan pendapat itu ke media mereka tidak 100 persen bisa 
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menerima kebijakan itu sesuatu yang naluriah, sesuatu yang wajar.” 

(wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius Trihastono, 3 

Januari 2017) 

 

Dalam pengelolaan isu, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

memiliki peran sebagai pendukung dari SKPD-SKPD yang terlibat dalam 

pelaksana relokasi area parkir Malioboro. Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi melakukan fungsi-fungsi komunikasi untuk menunjang usaha-usaha 

teknis yang dilakukan SKPD terkait dalam pelaksanaan relokasi area parkir 

Malioboro. 

“Kami lebih membantu kepada SKPD-SKPD yang terkait dengan itu 

misalnya UPT Malioboro, Dinas Pariwisata, dan beberapa SKPD yang 

terkait dengan hal itu sehingga kebijakan-kebijakan teknis dari 

masing-masing SKPD itu relatif lebih bisa efektif diterima mereka. 

Bukan kami memakai perpanjang tanganan mereka, dinas yang kami 

sebutkan tadi itu lebih berkompeten untuk bicara secara teknis terkait 

dengan perparkiran, Jadi jangan dibalik ya, komunikasi bukan fungsi 

utama dalam konteks penataan Malioboro, tatapi komunikasi adalah 

fungsi penunjang. Jadi fungsi utamanya adalah teknis sangat teknis.” 

(wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius Trihastono, 3 

Januari 2017) 

 

Sebagai pendukung bagi SKPD-SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan 

relokasi area parkir Malioboro, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi lebih 

banyak berhubungan dengan media baik di tingkat redaktur maupun wartawan. 

Sedangkan hubungan kepada masyarakat terdampak dan publik di sekitar 

malioboro dilakukan oleh SKPD terkait seperti, UPT Malioboro, dan Dinas 

Pariwisata. Kemudian Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi secara rutin 

berkoordinasi dengan SKPD-SKPD terkait untuk menerima keluhan, aspirasi dari 

publik maupun SKPD. Setelah koordinasi tersebut, Bagian Hubungan Masyarakat 
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dan Informasi melakukan pengelolaan isu dan publikasi untuk mendukung 

kegiatan yang dilakukan SKPD-SKPD tersebut.  

 

2. Perencanaan 

Dalam melakukan fungsi pengelolaan isu, Bagian Hubungan Masyarakat 

dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki beberapa tahapan yang 

dilakukan untuk menangani relokasi area parkir Malioboro. Tahapan awal yang 

dilakukan adalah perencanaan pengelolaan isu. Humas melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk menentukan isu prioritas yang harus segera ditangani dan 

juga menganalisis untuk menemukan sumber isu sehingga dalam humas dapat 

menentukan respon-respon tepat yang harus dilakukan terkait pengelolaan isu 

tersebut. Adapun kegiatan perencanaan yang dilakukan Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut: 

a. Identifikasian Isu 

Identifikasi isu merupakan usaha untuk menetukan prioritas isu yang 

harus segera ditangani oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Banyaknya isu 

yang sedang berkembang di tengah masyarakat, perlu dilakukan identifikasi 

isu untuk menemukan isu krusial yang memiliki pengaruh besar bagi 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

melakukan Identifikasi isu dengan monitoring media untuk menemukan 

sumber isu terkait relokasi area parkir Malioboro.  

“Ya yang pertama kita mengikuti apa yang tampak di media untuk 

melihat kira-kira ekskhalasi isu itu kemungkinan akan berkembang 



 

 69 

seperti apa, yang kedua secara informal kita juga menggali apa yang 

berkembang dinamika pemikiran dinamika berpendapat yang kemudian 

dimungkinkan berkembang langsung dari mereka-mereka yang 

langsung terkait penataan Malioboro. Baik itu dari sisi komunitas 

petugas parkir dan dari teman-teman pengawal kebijakan teknis disana 

yaitu teman-teman UPT Malioboro. Nah dari sana kemudian kita bisa 

membuat pernyataan. Isu yang dibangun akan seperti ini, konstruksi apa 

yang akan terjadi dimungkinkan seperti ini kemudian kami memberikan 

beberapa masukan terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi dalam 

konteks dialektika komunikasinya, dialektika medianya.”(wawancara 

dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius Trihastono, 3 Januari 2017) 
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Gambar 3.1 

 Contoh hasil monitoring media yang dilakukan Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Kota Yogyakarta Tahun 2016  
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Gambar 3.2 

 Contoh hasil monitoring media yang dilakukan Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Kota Yogyakarta Tahun 2016  
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Relokasi area parkir Malioboro merupakan kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kota Yogyakakarta memiliki tugas 

untuk melaksanakan putusan dari Pemerintah Provinsi. Sehingga ketika ada 

media yang bertanya lebih detail tentang kebijakan terkait relokasi area parkir 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi menyarankan wartawan untuk 

bertanya langsung kepada Pemerintah Provinsi. 

“Karena itu dulu masih kewenangan Provinsi kita minta temen-temen 

media itu mewawancarai orang Provinsi, pokoknya orang Provinsi aja 

mas silahkan diwawancarai lengkap gitu lo, terkait ini pemindahan 

parkir ke arah sana itu lo. Karena kita kan kasarnya pelaksana dari 

Provinsi dan anggaran di sana.” (wawancara dengan Kepala Sub Bagian 

Humas, Tedi Saparian, 3 Januari 2017) 

 

b. Analisis Isu 

Analisis isu menjadi langkah awal untuk menemukan sumber isu. Pada 

dasarnya analisis isu mencakup faktor internal dan eksternal dari Pemerintah 

Kota Yogyakarta. Adapun faktor internal yang dimaksud meliputi kebijakan 

Pemerintah, prosedur dan aksi yang berhubungan dengan isu yang muncul. 

“Semua hal yang terkait dengan pemerintah kota itu menjadi tanggung 

jawab kita. Tetap saya kaitkan dengan Malioboro, Malioboro bergulir 

pada masa akhir jabatan beliau walikota terdahulu, itu menjadi isu 

karena banyak pihak mengatakan bahwa ini menjadi proyek mercusuar, 

proyek pertaruhan kalo berhasil jadi nilai kalau gagal akan menjadi nilai 

buruk bagi pengambil kebijakan saat itu akhirnya apa yang terjadi di 

Malioboro pun ada yang mengkaitkan dengan agenda pilkada, jadi 

banyak sekali isu-isu lain yang ada di kota Jogja misalnya isu tentang 

perhotelan marak, bagaimana aspek Jogja booming jadi tujuan traveling 

tapi secara infrastruktur belum siap buktinya setiap ada liburan natal dan 

tahun baru Jogja macet, isu itu krusial tapi apakah isu itu kita manage 

melalui media? Tidak harus. Tapi minimal publik, pihak tertentu perlu 

tau.” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius Trihastono, 3 

Januari 2017) 
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Biasanya Kepala Bagian Humas melakukan diskusi-diskusi dengan 

redaktur media untuk menangkap saran dan masukan terkait permasalahan 

yang sedang menjadi fokus dari masing-masing media tersebut. Selain itu 

Kepala Sub Bagian Humas juga berbagi tugas dengan Kepala Bagian Humas 

untuk melakukan diskusi-diskusi dengan para wartawan. 

“Kalo pak Kelik (Pak Tri) komunikasinya dengan ini (redaktur), kalo 

saya komunikasinya dengan ini (wartawan). Isunya itu mbok saya usul 

itu sama temen-temen wartawan mbok yang diwawancarain jangan 

tukang parkirnya aja, jajal komunitas lain misalnya walhi setuju nggak, 

Dewan Kebudayaan.” (wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas, 

Tedi Saparian, 3 Januari 2017) 

 

Diskusi dengan media baik di level redaktur atau wartawan sering 

dilakukan oleh Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Sub Humas. Selain 

untuk mengetahui isu-isu apa yang sedang berkembang, diskusi ini juga 

digunakan untuk lebih mempererat hubungan yang baik antara Pemerintah 

Kota Yogyakarta dengan media. Sehingga pemerintah bisa memahami 

kebutuhan media untuk mendapatkan informasi, sedangkan media bisa 

menjadi saluran yang dibutuhkan pemerintah dalam menyebarkan informasi 

kepada publiknya. 

“Pokoknya saya punya konsep pokoknya dalam sebulan itu empat kali 

dengan temen-temen media wajib ketemu. Makanya saya akan tahu lah 

isu-isu terus saya kan banyak nongkrong-nongkrong di sana (Pawarta) 

biasanya mereka minta mas njalok berita ini misalnya kepala dinas siapa, 

ya udah ke sana aja. Kita sangat baiklah. Kalo pak Kelik dia levelnya ke 

redaksi.” (wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas, Tedi Saparian, 

3 Januari 2017) 
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3. Pengorganisasian 

Kegiatan pengorganisasian dalam pengelolaan isu biasanya dilakukan 

dalam bentuk penentuan strategi perubahan isu yang ditentukan oleh Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi yang kemudian dikoordinasikan kepada 

instansi-instansi yang terkait dengan isu relokasi area parkir Malioboro seperti 

UPT Malioboro, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan instansi pemerintahan 

lainnya. Dalam kasus pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi memilih sikap untuk tidak terlalu reaktif 

terhadap pemberitaan, komentar terkait relokasi area parkir Malioboro di media. 

Namun instansi-instansi terkait dituntut untuk membuka diri ketika ada pihak 

yang ingin berkomunikasi membahas bagaimana kebijakan itu bisa terjadi dan 

kenapa kebijakan itu harus terlaksana. 

“Memang kita berpesan kepada teman-teman pengawal kebijakan 

teknisnya agar jangan terlalu reaktif terhadap komentar-komentar, 

berita-berita terkait relokasi Malioboro karena kami merasa bahwa pada 

level suasana seperti itu kalo kita tejebak pada dialektika yang saling 

bereaksi itu akan lebih memanaskan situasi tidak menjadi dingin, itu 

yang pertama. Jadi biarkan keresahan dari teman-teman saat itu 

petugas-petugas parkir itu tersempaikan toh semuanya terkanalisasikan 

kepada jalur-jalur yang normatif. Mereka mengadu ke dewan, mereka 

menyampaikan ke balaikota, mereka menyampaikan ke media, itu 

menurut kami adalah jalur-jalur yang normatif seperti itu. Memang ada 

pihak-pihak luar yang masuk di sana misalnya seperti lembaga 

pengabdian (LSM) kami pun membuka diri untuk berkomunikasi 

dengan mereka sehingga minimal mereka bisa tahu kenapa kebijakan itu 

bisa muncul, kenapa kemudian harus terlaksana. Itu mereka bisa tahu.” 

(wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius Trihastono, 3 

Januari 2017) 
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4. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengelolaan isu dilakukan dalam bentuk pemrograman aksi 

isu yaitu pelaksanaan program yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam mengatasi isu yang muncul. Dari strategi yang telah dipilih, 

instansi-instansi terkait isu harus mematuhi dan mendukung kebijakan yang telah 

diambil oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi. Pengelolaan isu yang 

dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dalam penanganan 

relokasi area parkir Malioboro memiliki tujuan untuk menciptakan kesepahaman 

orientasi antara pemerintah dan publik sehingga potensi terjadinya suatu kontraksi 

dapat diminimalisir. Dengan kata lain pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang 

relokasi dapat berjalan dengan baik. 

“Ya dalam penanganan sebuah isu tentu hal yang ingin dicapai dari 

pengelolaan isu tersebut adalah meminimalisir gap orientasi, terciptanya 

kesepahaman antara pemerintah dan publik sehingga apa potensi 

kontraksi dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut dapat diredam. 

Misalnya bisa njenengan lihat pada waktu pemindahan parkir tanggal 4 

april 2016 berjalan tanpa ada penolakan yang sempat dikhawatirkan 

selama ini terjadi, media juga meliputnya dengan framing positif.” 

(wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius Trihastono, 3 

Januari 2017) 

 

Banyaknya pemberitaan di media tentang penolakan relokasi parkir area 

Malioboro menjadikan banyak timbul aksi seperti demo bahkan ancaman dari 

para juru parkir akan menduduki Malioboro ketika kebijakan relokasi tetap 

dilaksanakan. Sehingga pengelolaan isu yang dilakukan Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan tersebut.  
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Setelah melalui tahap perencanaan dan penentuan strategi pengubahan 

isu, selanjutnya Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi menyusun beberapa 

kegiatan aksi isu terkait isu relokasi area parkir Malioboro, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Membangun komunikasi: mengadakan forum-forum diskusi bersama 

masyarakat terdampak yaitu juru parkir dan juga masyarakat pada umumnya. 

Selain berfungsi sebagai sarana dialog, forum ini digunakan Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

“Ya yang jelas yang pertama membangun komunikasi, karena bukan hal 

yang gampang ketika berbicara tentang relokasi yang berkaitan dengan 

aktivitas ekonomi sekelompok warga apapun itu. Aktivitas perparkiran 

menjadi penopang hidup bagi kurang lebih sekitar 270 orang. Wajar 

kalo kemudian muncul kekhawatiran, apakah nanti nasib saya nanti bisa 

memiliki aktivitas perparkiran di Malioboro, apakah program ini 

menjamin tetap saya bisa menghidupi keluarga dan lain sebagainya. 

Suatu manusiawi kemudian banyak pandangan-pandangan yang tidak 

otomatis kemudian berbicara setuju ataupun tidak setuju. Tetapi 

permasalahan disini kan bukan kok kita hanya sekedar membuka forum 

dialog tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik 

kepada masyarakat pelaku aktivitas perparkiran ataupun masyarakat 

pada umumnya.” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius 

Trihastono, 3 Januari 2017) 
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Gambar 3.3 

 Pelaksanaan Diskusi dengan Juru Parkir Malioboro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Kota Yogyakarta Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 78 

Gambar 3.4 

 Hasil Pemberitaan Media dalam Pelaksanaan Membangun Komunikasi 
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b. Pengembangan wacana: Memperluas cara pandang isu relokasi area parkir 

Malioboro, agar perbedaan cara pandang ini tidak mengerucut pada garis 

linier antara pelaku parkir dengan pemerintah. Banyaknya pemberitaan yang 

mengambil juru parkir sebagai narasumber menjadikan pemberitaan di media 

selalu terkait penolakan relokasi sehingga Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi melakukan pengembangan wacana bahwa adalah bentuk tanggung 

jawab pemerintah mengembalikan hak publik itu pada tempatnya dan 

sebagainya. 

“Lalu yang kedua kita mengembangkan wacana yang ada di media baik 

media mainstream maupun dalam bentuk diskusi-diskusi adalah 

penataan di satu sisi juga adalah untuk mencukupi kebutuhan publik 

yang lebih adil bahwa fungsi trotoar, fungsi bukan jalan memang adalah 

bukan milik publik untuk beraktivitas, bahwa difabel memiliki hak juga 

untuk menikmati Malioboro dengan menggunakan sisi non badan jalan 

bahwa Malioboro pasca penataan itu dipastikan akan lebih humanis 

lebih friendly lebih memberikan ruang untuk penjalan kaki, artinya ini 

adalah merupakan sebuah pengembalian ruang publik itu menjadi hak 

publik. Sehingga nantinya “konflik” cara pandang atau perbedaan cara 

pandang tidak mengerucut pada satu garis linier pelaku parkir dengan 

pemerintah kota, satu sisi pemerintah provinsi. Nah kemudian ini kan 

harus dijembarke, ini bukan hanya perbedaan cara pandang pemkot 

dengan petugas parkir Malioboro tapi ini juga adalah bentuk tanggung 

jawab pemerintah mengembalikan hak publik itu pada tempatnya, 

bahwa trotoar namanya atau plasa, emperan itu bukan milik privat 

pelaku usaha parkir tapi milik publik yang bisa digunakan untuk 

melakukan mobilitas mereka.” (wawancara dengan Kepala Bagian 

Humas, Ignatius Trihastono, 3 Januari 2017) 

 

Pengembangan wacana juga bisa dilakukan dengan memilih narasumber 

lain dalam menanggapi adanya relokasi area parkir Malioboro seperti Komunitas 

Difabel, Walhi, Dewan Kebudayaan kemudian dipublikasikan melalui media. 

“Ya contoh tadi aja parkir itu ya, misalnya berita yang di koran isinya 

tukang parkir saja narasumbernya. Kalo baca berita di koran yang 

diwawancarai mereka tukang parkir aja, kita pengen yang diwawancarai 
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itu difabel, walhi, Dewan Kebudayaan, kan adil gitu lo.” (wawancara 

dengan Kepala Sub Bagian Humas, Tedi Saparian, 3 Januari 2017) 

Gambar 3.5 

 Hasil Pemberitaan Media dalam Pelaksanaan Pengembangan Wacana 
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Gambar 3.6 

 Hasil Pemberitaan Media dalam Pelaksanaan Pengembangan Wacana 
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Gambar 3.7 

 Hasil Pemberitaan Media dalam Pelaksanaan Pengembangan Wacana 
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c. Pendampingan media: Memberikan pemahaman kepada media tentang 

esensi dan arti penting kebijakan relokasi area parkir Malioboro. Dengan 

harapan pemberitaan yang dilakukan dapat lebih berimbang. Selain 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi juga memberikan pemahaman kepada 

teman-teman media karena media merupakan sarana publikasi yang paling 

efektif untuk bisa menjangkau publik yang luas. 

“Ada juga yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan 

pemahaman yang utuh kepada temen-temen media terkait dengan apa 

esensi dari penataan atau pengertian dari arti relokasi itu. Sehingga nanti 

temen-temen media tidak hanya sekedar menulis itu hanya pada kulit 

yang tampak saja tapi mereka paham kenapa pemkot bersikeras seperti 

ini kenapa provinsi juga bersikeras seperti ini itu media menjadi paham. 

Ketika media menjadi paham kami yakin kemudian beritanya menjadi 

lebih berimbang tidak kemudian cenderung memanas-manasi atau 

provokasi malah.” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius 

Trihastono, 3 Januari 2017) 

 

5. Evaluasi 

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari sebuah pengelolaan isu yaitu 

evaluasi. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi melakukan review terhadap 

program yang telah dijalankan dalam pengelolaan isu relokasi area parkir 

Malioboro untuk menemukan pencapaian yang telah didapat dan keluhan yang 

masih ada setelah program selesai. Setiap bulan Bagian Hubungan Masyarakat 

dan Infomasi bersama Asisten Sekertaris Daerah dan kepala SKPD-SKPD 

melakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.  

“Kebetulan asisten kita itu, bu Ponco namanya beliau itu setiap satu 

bulan pola koordinasi itu jalan. Jadi asisten kayak humas itu pola 

koordinasinya di bawah bu Ponco. Nah setiap bulan kita ketemu wajib 

menyampaikan keluhan-keluhan seluruh SKPD ya misalnya beritanya 
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mengenai hotel terus, ya kalo humas memang isu nya lagi itu ya ga bisa 

dianu, tapi biasanya kita hanya menyampaikan ke bu Ponco biasanya 

kayak gitu tu kalo hitungan humas ya evaluasi humas itu rata-rata berita 

yang negatif itu kalo yang besar ya itu tiga hari terbit di koran sisanya 

habis, ya kayak yang biasa-biasa aja satu hari itu habis. Itu kita laporkan 

ke bu Ponco itu bentuk evaluasinya.” (wawancara dengan Kepala Sub 

Bagian Humas, Tedi Saparian, 3 Januari 2017) 

 

Dalam tahap evaluasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

membahas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapai oleh setiap SKPD 

dan mencari langkah penyelesaian dari permasalahan yang ada. Selain itu, Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi juga melaporkan perkembangan isu dan 

pemberitaan media terkait Pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satu isu yang 

dilaporkan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi adalah relokasi area 

parkir Malioboro. Walau pada saat sebelum pelaksanaan relokasi area parkir 

Malioboro banyak muncul pemberitaan penolakan terhadap kebijakan tersebut, 

pemberitaan media pada saat dan pasca relokasi area parkir Malioboro tidak lagi 

muncul pemberitaan penolakan melainkan pemberitaan framing positif terkait 

pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro. 

Pelaksanaan relokasi merupakan awal dari program besar pemerintah 

Provinsi yaitu penataan kawasan Malioboro. Sebagai langkah awal penataan 

Malioboro Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi menyatakan bahwa 

program ini berhasil karena relokasi ini merupakan salah satu usaha pemerintah 

untuk mengembalikan fungsi suatu lahan sehingga bisa untuk dilakukan penataan 

sebagaimana mestinya. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi evaluasi 

terkait pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro, yaitu perilaku parkir 
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masyarakat yang lebih memilih untuk parkir di titik terdekat dengan tujuan 

mereka bukan pada titik-titik parkir yang telah disediakan.  

“Ya relatif ya, saya katakan relatif karena jujur tidak 100 persen tetapi 

kalo kita boleh melakukan evaluasi internal bahwa penataan parkir 

sebagai awal dari revitalisasi Malioboro penataan Malioboro secara 

keseluruhan sebagai langkah dasar berjalan, karena kan begitu mereka 

pindah dilakukan pelaksanaan penataan fisik Malioboro di mana 

njenengan sekarang hasilnya sudah bisa dilihat. Itu tidak bisa dilakukan 

misalnya sekedar oke yang digarap sementara parkirnya berhenti besok 

kalo sudah selesai balik lagi ga memungkinkan seperti itu. Kami juga 

mengapresiasi kesadaran teman-teman pelaku parkir bahwasannya 

mereka beraktivitas di pinggir jalan itu ditoleransi tidak permanen pada 

kebutuhan tertentu diminta kembali untuk peruntukan yang lain. Inikan 

untuk peruntukannya dikembalikan sebagai hak publik. Nah pemerintah 

kota pemerintah DIY tidak menutup mata demikian saja bahwa publik 

membutuhkan tempat parkir itu dibutuhkan. Bahwa ada sebagai 

masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sebagai tukang parkir itu 

fakta. Sebelum itu dilakukan penataan bangunlah dulu tempat parkir 

tingkat di taman parkir Malioboro 2 atau yang kita kenal dengan nama 

Abu Bakar Ali. Nah kalo kita lihat dampak konsep itu bisa penuhi 

meskipun kemudian jujur kita katakan bahwa pendapatan dari tukang 

parkir yang sekarang ada di Malioboro 2 itu mungkin tidak sebesar 

ketika mereka dulu ada di pinggir jalan, kenapa karena masyarakat 

sendiri belum sepenuhnya bisa membiasakan menempatkan 

kendaraannya di tempat yang sudah disediakan mereka masih mencari 

peluang-peluang untuk menempatkan kendaraannya di sirip-sirip artinya 

sebetulnya itu bukan sekedar pelanggaran yang dilakukan oleh 

jukir-jukir liar tapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman 

masyarakat karena masyarakat mungkin terbiasa apabila menuju suatu 

titik mengupayakan agar kendaraannya dekat dengan itu mereka malas 

berjalan.” (wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius 

Trihastono, 3 Januari 2017) 

 

Terkait pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro, Bagian Hubungan 

Masyarakat juga mencermati timbul banyak cara pandang lain dalam melihat 

pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro, mulai dari pengkaitan antara relokasi 

dengan pelaksanaan UU Keistimewaan Yogyakarta, ada juga pengkaitan relokasi 

dengan rebranding yang dilakukan kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu, 

dan kaitan relokasi dengan dukungan politik. Terkait dengan UU Keistimewaan 
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Yogyakarta Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi membenarkan hal 

tersebut, Malioboro sebagai salah satu lokasi yang terbujur di sana, garis imajiner 

sumbu filosofis kota Yogyakarta sehingga program-program yang dilakukan 

pemerintah sangat berkaitan untuk mengembalikan filosofi tersebut. 

“Ya kemarin saya sampaikan bahwa program-program ataupun 

kegiatan-kegiatan, saya benerke ya bukan relokasi saja karena relokasi 

tahapan awal ya sebagai tahapan awal penataan Malioboro untuk 

mengembalikan suasana Malioboro bisa memenuhi aspek-aspek 

filosofis sebagaimana dalam lingkup undang-undang keistimewaan. 

Bicara relokasi itu adalah langkah awal prasyarat ketika kita akan 

berbicara pada penataan fisik Malioboro faktor-faktor prasyaratnya 

harus diselesaikan dulu, sebetulnya tidak hanya pada fisik relokasi tetapi 

juga kesepakatan dengan para pemangku kepentingan di sana ada 

banyak komunitas di sana, Malioboro akan kita buat seperti ini mereka 

paham sehingga mereka tidak ada karena ketidak jelasan kemudian 

menolak. Ya memang yang paling terdampak adalah parkir karena 

parkir bener-bener digeser bukan dihilangkan lo ya, itu yang terdampak 

jadi apakah itu ada kaitannya ya karena itu adalah langkah awal.” 

(wawancara dengan Kepala Bagian Humas, Ignatius Trihastono, 3 

Januari 2017) 

 

Selanjutnya keterkaitan antara relokasi dengan rebranding kota 

Yogyakarta, secara filosofis hal ini dapat berkaitan, penggunaan kata “istimewa” 

yang disandingkan dengan logo Yogyakarta menjadikan relokasi sebagai usaha 

untuk memperbaharui wajah Malioboro yang juga dikenal sebagai ikon kota 

Yogyakarta. 

“Ya ada, seharusnya ada. Istimewa la itu kan jadi murni pedestrian” 

(wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas, Tedi Saparian, 3 

Januari 2017) 

 

Sedangkan dalam kaitan relokasi dengan penggalangan dukungan politik 

secara singkat, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi mengatakan bahwa 
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relokasi tidak ada kaitan sama sekali dengan hal tersebut. Munculnya pandangan 

itu dinilai sebagai pernak-pernik di media.  

“Itu kan waktu dulu relokasikan belum ada jamannya pilkada mas, ya 

kalo dari saya pribadi dari sisi humas yang saya lihat ga ada. Dulu itu 

murni, itu kan perencanaannya sudah lama oleh provinsi. Hanya 

pernik-pernik kecil itu, mungkin masnya sering baca koran yang ini pro 

ini yang ini pro ini, la kalo kita dari pemerintah jalan aja ya karena kita 

sudah tahu kalo kita netral kok toh itu dulu belum jaman pilkada kan 

waktu pemindahan kan Drs Haryadi Suyuti masih kepala daerah belum 

ada isu-isu pencalonan.” (wawancara dengan Kepala Sub Bagian 

Humas, Tedi Saparian, 3 Januari 2017) 

 

6. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan isu Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi dalam penanganan relokasi area parkir 

Malioboro 

Pelaksanaan suatu kegiatan pada kasus-kasus tertentu pasti memiliki 

tantangan dan kemudahan masing-masing. Sama seperti halnya dalam 

pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro yang dilakukan Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi. Dalam pelaksanaannya Bagian Hubungan Masyarakat 

dan Informasi memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan kegiatan ini. Pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro 

merupakan isu publik yang sedikit lebih menguntungkan bagi pemerintah kota 

Yogyakarta. Karena relokasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan umum 

agar dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sehingga ketika terjadi 

suatu kontra isu ini dapat diangkat untuk menangkalnya. 

“Kalo pendukungnya konsep penataan Malioboro yang dimulai dengan 

penataan perparkiran ini adalah mewakili ekspektasi harapan publik 

keinginan warga untuk Jogja itu memiliki ruang publik yang memadahi 

sehingga Malioboro lebih bisa dinikmati kebijakan itu mewakili 
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kebutuhan itu, itu faktor pendukung yang sangat luar biasa sehingga 

kemudian kontra pendapat terkait penataan Malioboro bisa kita 

selesaikan dengan menjabarkan itu.” (wawancara dengan Kepala Bagian 

Humas, Ignatius Trihastono, 3 Januari 2017) 

 

Dari internal Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi sendiri telah 

memiliki hubungan yang baik dengan media. Hubungan ini terus dikelola secara 

informal maupun formal sehingga kondisi ini menjadi pendukung Bagi Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi pengelolaan isu sangat berkaitan erat 

dengan media. 

“Humas punya konsep, saya itu wajib hukumnya ketemu temen-temen 

wartawan dalam sebulan empat kali itu wajib saya ketemu, misalnya 

kepala SKPD kami hadirkan atau kalo tidak ketemu mereka kita bawa 

ke TKP mana yang mereka minta, misalnya mereka pengen yuk mas 

kita ke Tagana karena ada konsep bagus Tagana “Goes To School” ya 

kita bawa mereka kesana. Pokoknya saya punya konsep pokoknya 

dalam sebulan itu empat kali dengan temen-temen media wajib ketemu. 

Makanya saya akan tahu lah isu-isu terus saya kan banyak 

nongkrong-nongkrong di sana (Pawarta) biasanya mereka minta mas 

njalok berita ini misalnya kepala dinas siapa, ya udah ke sana aja. Kita 

sangat baiklah. Kalo pak Kelik dia levelnya ke redaksi.” (wawancara 

dengan Kepala Sub Bagian Humas, Tedi Saparian, 3 Januari 2017) 

 

Selain faktor pendukung, pelaksanaan pengelolaan isu ini juga memiliki 

tantangan sehingga menjadi faktor penghambat bagi Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi. Area parkir Malioboro telah menjadi tempat aktivitas 

ekonomi bagi para juru parkir yang melakukan aktivitas perparkiran di sana. Hal 

ini menjadi tantangan tersendiri karena relokasi mempengaruhi hal yang paling 

sensitif dari setiap orang. Aktivitas ekonomi para juru parkir akan terpengaruh 

sehingga kesejahteraan mereka otomatis juga akan terpengaruh. 

“Nah tantangannya adalah penataan tersebut menyentuh pada hal yang 

paling prinsip bagi warga masyarakat yakni aktivitas pekerjaan itu 



 

 89 

sangat-sangat sulit sebetulnya untuk dilakukan langkah-langkah 

kongkrit, contohnya adalah yang sensitif juga menyangkut tanah 

misalnya gumuk pasir isu-isu bandara itu adalah hal-hal yang bersifat 

sensitif. Dan ekspektasi masyarakat itu masing-masing berbeda ada 

yang menyadari bahwa saya ini hanya menggunakan kesempatan yang 

diberikan sehingga saya bisa punya aktivitas perparkiran. Ada yang 

memiliki pemikiran seperti itu sehingga nyaman untuk dipindahkan. 

Ada juga yang menganggap ini hak saya, ini hak kami sebagai warga 

memperoleh aktivitas pekerjaan kewajiban pemerintah memberikan 

pekerjaan ini yang agak sulit.” (wawancara dengan Kepala Bagian 

Humas, Ignatius Trihastono, 3 Januari 2017) 

 

Media sebagai saluran untuk melakukan pengelolaan isu juga memiliki 

sifat independen yang tegas, sehingga Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi tidak bisa mempengaruhi keputusan pemberitaan media, hal-hal yang 

bisa dilakukan hanya sebatas saran dan masukan untuk media. 

“Ya kalo dari sisi humas itu, kan gini mas walaupun mereka mitra kita 

mereka kan bukan di bawah kita ga bisa kita kontrol mereka padahal 

kita sudah ngomong yuk besok beritanya yang bagus sepertinya ini ga 

bisa gitu. Masih sangat sulit independennya masih sangat luar biasa.” 

(wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas, Tedi Saparian, 3 

Januari 2017) 

 

 

B. ANALISIS DATA 

Setelah melakukan penyajian data, maka pada bagian ini penulis akan 

melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul dan disajikan. Pembahasan 

ini dilakukan untuk menganalisis data sesuai dengan teori yang digunakan oleh 

peneliti sebagai acuan dari penelitian ini. Sama halnya dengan apa yang teleh 

dipaparkan pada sajian data, pada bagian ini juga akan dilakukan analisis 

berdasarkan tahapan pengelolaan isu. 
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1. Peran Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Pemerintah Kota 

Yogyakarta dalam Pengelolaan Isu Relokasi Area Parkir Malioboro  

  Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan penulis, 

diketahui bahwa Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Pemerintah Kota 

Yogyakarta telah melakukan fungsi manajemen informasi dan komunikasi yang 

dijelaskan dalam Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Institusi Pemerintahan. Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan 

pengelolaan arus informasi masuk maupun keluar baik di tingkat walikota 

maupun ketua SKPD yang ada. Selain itu Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi juga memiliki posisi yang sangat strategis di dalam struktur organisasi 

Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu berada di bawah Asisten Sekertaris Daerah 

sehingga Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi memiliki akses untuk 

berhubungan langsung dengan penentu kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. 

  Ruslan (2011) menjelaskan juga bahwa humas pemerintah memiliki 

peran yang menyangkut peran secara strategis dan secara taktis. Peran strategis 

berupa peran aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan memberikan 

sumbang saran, gagasan, dan ide yang kreatif untuk mensukseskan program kerja 

lembaga yang bersangkutan, sedangkan peran taktis berupa upaya memberikan 

pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak 

sasarannya. Hal ini terlihat pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

dalam melakukan peran strategis berupa telaah media yang kemudian digunakan 

untuk memberikan masukan pada rapat koordinasi rutin yang dilakukan Walikota. 
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Secara taktis Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi juga melakukan 

pelayanan keluhan, aspirasi masyarakat, mengidentifikasi isu yang ada di 

masyarakat serta membantu kepala SKPD untuk melakukan klarifikasi melalui 

media terkait kejadian yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. 

  Pengelolaan isu merupakan proses proaktif dalam mengantisipasi, 

mengidentifikasi, mengevaluasi dan merespon isu-isu kebijakan publik yang 

mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka (Cutlip, Center dan 

Broom 2009). Salah satu tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

adalah untuk mengelola isu, mengelola isu, bahkan kadang-kadang membangun 

isu guna pengontrol perkembangan suatu isu yang berpengaruh terhadap 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Secara proaktif, pengelolaan isu Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi dilakukan dalam bentuk telaah media. Telaah media 

adalah melakukan analisis sederhana terhadap apa yang sedang terjadi di media. 

Hal ini dilakukan untuk menemukan tren yang sedang berkembang seperti apa, 

aspek sensitif bagi pemerintah seperti apa hingga apa yang harus dilakukan dalam 

merespon hal tersebut. Kemudian hasil telaah media digunakan sebagai masukan 

pada rapat pimpinan. 

  Dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro, Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi telah melakukan pengelolaan isu terkait banyaknya 

pemberitaan penolakan masyarakat khususnya juru parkir Malioboro terhadap 

pelaksanaan program Pemerintah tersebut. Sebagai lokasi strategis dan memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi, menjadikan banyak orang memiliki kepentingan di 

sekitar Malioboro. Sehingga adanya penolakan dari pelaksanaan program yang 
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berkaitan dengan Malioboro merupakan hal yang wajar dan Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi telah mengantisipasi hal tersebut.  

  Selain membangun hubungan yang baik dengan stakeholder Pemerintah 

Kota Yogyakarta, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi juga membangun 

hubungan yang baik dengan media. Hubungan yang dibangun mencakup di 

tingkat redaktur dan wartawan media. Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi sering melakukan diskusi informal dengan redaktur media untuk 

menangkap masukan, pendapat, dan kritik terhadap suatu kebijakan Pemerintah 

Kota Yogyakarta. Wartawan juga sering dilibatkan dalam kujungan ke berbagai 

kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tidak hanya terbatas pada 

menerima masukan dan melibatkan media saja, hubungan baik yang dibangun 

dengna redaktur media juga digunakan Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi untuk memberikan pemahaman lebih tentang kebijakan-kebijakan yang 

dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan harapan pemberitan yang 

dilakukan media tidak hanya sebatas pemberitaan media berdasarkan beberapa 

fakta di lapangan saja, tetapi media juga memiliki pengetahuan terkait fakta 

tersebut sehingga dalam pemberitaannya media dapat lebih berimbang dan tidak 

provokatif. Hal ini yang kemudian menjadi kekuatan bagi Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi dalam pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro. 

  Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi menyadari bahwa media 

memiliki peran penting dalam membentuk sebuah opini publik. Karena sampai 

saat ini masih banyak publik yang mencari informasi, memperbaharui 

pengetahuannya lewat media, begitu juga dengan media yang semakin aktual 

dalam menyampaikan informasi dan memudahkan publik untuk dapat mengakses 



 

 93 

informasi tersebut sehingga media menjadi stakeholder yang penting bagi Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Kriyantono yang menyebutkan bahwa media memiliki kemampuan penyebaran 

informasi secara serentak, cepat dan akurat yang membuat media mempunyai 

kekuatan dalam membentuk opini (Kriyantono, 2012).  

  Pengelolaan isu dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro secara 

teknis dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang berada di sekitar Malioboro seperti 

UPT Malioboro dan Dinas Pariwisata. SKPD tersebut merupakan pihak 

pemerintah yang secara struktural menangani langsung kebijakan-kebijakan yang 

berkaitan dengan relokasi area parkir Malioboro, sedangkan Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi merupakan Bagian yang berfungsi menghubungkan 

antara pemerintah dengan masyarakat dan dalam penanganan relokasi area parkir 

Malioboro memiliki peran sebagai pendukung SKPD terkait dalam melaksanakan 

kegiatan diskusi maupun sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat di 

sekitar Malioboro. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ruslan bahwa fungsi pokok 

humas pemerintah terdiri dari 4 unsur sebagai berikut: (Ruslan, 1999) 

a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah. 

b. Memberikan pelayanan dan penyebarluasan pesan atau informasi mengenai 

kebijaksanaan ataupun program-program kerja secara nasional kepada 

masyarakat. 

c. Menjadi komunikator sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam 

menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan 

menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di 

lain pihak. 

d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi 

mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 
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2. Tahapan Pengelolaan Isu Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan Relokasi area parkir 

Malioboro 

 A. Perencanaan 

 A.1.  Identifikasi Isu 

  Identifikasi isu merupakan proses untuk membandingkan tren yang 

terjadi di dalam organisasi dengan kinerja organisasi tersebut. Setiap gap 

yang bisa menimbulkan isu harus didokumentasikan, dikategorisasi dan 

dilaporkan. Tujuan utama identifikasi isu adalah untuk menempatkan 

prioritas awal atas berbagai isu yang mulai muncul (Nova, 2011). Menurut 

hasil analisis yang dilakukan peneliti, proses identifikasi isu yang dilakukan 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi terlihat pada kegiatan 

monitoring media. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi melakukan 

dokumentasi dari pemberitaan terkait relokasi area parkir Malioboro yang 

ada di media, lalu disusun berdasarkan kategori yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Peneliti beranggapan bahwa identifikasi isu sudah berjalan 

dengan baik. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala 

Bagian Hubungan Masyarakat, monitoring media dilakukan untuk 

mengetahui seperti apa tren yang sedang berkembang di masyarakat dalam 

pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro, kemudian hasil temuan 

monitoring media digunakan sebagai bahan diskusi internal maupun 

eksternal yaitu kepada teman-teman media. 
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A.2. Analisis isu 

  Pada tahapan analisis isu, langkah awal yang harus dilakukan adalah 

menentukan sumber isu. Biasanya isu tidak muncul hanya dari satu sumber 

saja. Pada dasarnya analisis isu mencakup faktor internal dan eksternal dari 

organisasi. Adapun faktor internal yang dimaksud meliputi kebijakan 

organisasi, prosedur dan aksi yang berhubungan dengan isu yang muncul. 

Penelitian yang menyeluruh juga perlu dilakukan atas persepsi dan aksi 

orang-orang inti dalam organisasi, struktur dan proses unit-unit organisasi 

yang relevan dengan isu dan latar belakang keterlibatan organisasi. 

Sementara itu, faktor eksternal yang dimaksud meliputi riset yang ditujukan 

pada para pembentuk opini dan penanggung jawab media. Dalam hal ini 

humas juga dituntut untuk peka terhadap segala aktivitas serta budaya yang 

ada dalam maupun di luar organisasi. Sehingga, diperlukan adanya riset 

kualitatif dan kuantitatif terkait isu tersebut (Nova, 2011). Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi beranggapan sudah melakukan analisis isu sesuai 

tahapan yang ada. Adanya diskusi rutin dengan media dan melakukan 

koordinasi bulanan dengan internal pemerintahan untuk menangkap 

sumber-sumber isu terkait relokasi area parkir Malioboro. 

  Namun menurut hasil analisis peneliti, Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi kurang efektif dalam melakukan analisis isu. Hal 

ini dikarenakan analisis isu yang dilakukan hanya sebatas diskusi informal 

dan tidak dilakukan pendokumentasikan terkait diskusi tersebut. Menurut 

Firsan Nova, dalam analisis isu Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

perlu melakukan riset komunikasi agar temuan analisis isu dapat lebih 
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terukur dan dapat menjadi perimbangan pada tahap selanjutnya. Demikian 

juga koordinasi yang dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

juga terbatas pada pimpinan SKPD saja, seharusnya koordinasi dilakukan 

pada jajaran atas dan bawah SKPD sehingga Bagian Hubungan Masyarakat 

dan Informasi dapat menerima secara lengkap semua sumber isu yang terkait 

relokasi area parkir Malioboro. 

 

B. Pengorganisasian  

  Kegiatan pengorganisasian dilakukan dalam bentuk penentuan strategi 

perubahan isu yang ditentukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

yang kemudian dikoordinasikan kepada SKPD terkait dalam relokasi area parkir 

Malioboro. Monstad menyebutkan terdapat tiga strategi dalam perubahan isu. 

Strategi reaktif merupakan upaya pihak manajemen untuk menunda keputusan 

kebijakan publik dengan manuver taktis. Strategi adaptif meliputi keterbukaan 

terhadap perubahan. Dalam strategi ini organisasi bersedia berubah dan berusaha 

mengakomodasi, untuk menghindari tuntutan yang tidak diterima, dilanjutkan ke 

jalur hukum. Strategi dinamik menekankan aspek proaktif organisasi terhadap 

perubahan dan menawarkan solusi. Artinya pihak manajemen menjadi bagian dari 

pemecahan masalah dan bukan menjadi masalah itu sendiri (Prayudi, 2008). 

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, strategi 

perubahan isu yang dipilih adalah strategi dinamik yaitu SKPD dituntut untuk 

proaktif terhadap pihak yang ingin mengetahui lebih jelas tentang kebijakan 
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relokasi area parkir Malioboro dan SKPD juga menawarkan solusi terkait relokasi 

area parkir Malioboro bagi pihak yang terdampak isu tersebut.  

  Menurut hasil analisis yang dilakukan peneliti, pelaksanaan 

pengorganisasian ini tidak berjalan dengan baik, koordinasi antara Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan SKPD terkait relokasi area parkir 

Malioboro tentang strategi ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya 

juru parkir yang masih mengeluhkan tentang program Jadup (Jaminan Hidup) 

yang belum bisa menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat terdampak, karena 

setelah selesainya program Jadup kesejahteraan juru parkir tidak kunjung 

membaik dan Taman parkir ABA juga masih saja sepi. Menurut hasil wawancara 

dengan juru parkir yang bersedia direlokasi, SKPD yang ada belum mampu 

memenuhi janji yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan relokasi area parkir 

Malioboro. Pemerintah menjamin untuk mensterilkan jalan-jalan sirip Malioboro 

dari parkir ilegal. Namun saat ini, pasca relokasi masih saja ada parkir liar di 

sirip-sirip jalan Malioboro, walaupun sudah pernah dilakukan sidak tapi hal 

tersebut belum dirasa efektif untuk menangani hal tersebut. Selain itu di lokasi 

taman parkir ABA sendiri pasca relokasi juga muncul juru parkir “selundupan” 

padahal sebelumnya pemerintah juga telah berjanji bahwa tidak akan ada 

penambahan juru parkir di area baru nantinya. 

  Berdasarkan strategi yang telah ditentukan oleh Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi, Strategi Dinamik seharusnya bisa memberikan 

solusi-solusi yang tempat untuk mengatasi dampak isu tersebut (Prayudi, 2008). 

Namun dalam pelaksanaannya SKPD terkait belum bisa mengimplementasikan 

strategi tersebut, sehingga masih banyak masyarakat khususnya yang terdampak 
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isu beranggapan pemerintah masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang 

mereka hadapi.  

 

C. Pelaksanaan 

  Pengelolaan isu dilakukan untuk menciptakan kesepahaman orientasi 

antara pemerintah dengan publiknya dalam melihat suatu kebijakan sehingga 

ketika kebijakan tersebut dilaksanakan potensi terjadinya pertentangan dapat 

diminimalisir. Sehingga Bagian Hubungan Masyarakat dan Inforamsi 

membutuhkan koordinasi dengan sumber daya terkait untuk menyediakan 

dukungan yang optimal agar tujuan dan target yang diinginkan dapat tercapai 

(Nova, 2011). Hal ini dilakukan dengan membangun komunikasi dengan 

masyarakat terdampak isu, yaitu juru parkir Malioboro. Dalam pelaksanaannya 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi berkoordinasi dengan UPT 

Malioboro dan Dinas Pariwisata untuk melakukan forum diskusi serta 

pemahaman mendalam terkait kebijakan relokasi area parkir Malioboro dan 

pelaksanaan nantinya. Lalu setiap pelaksanaan yang dilakukan oleh SKPD terkait 

dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro disusun oleh Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi dalam bentuk sebuah berita yang kemudian 

dipublikasikan melalui media. 

  Menurut wawancara terhadap juru parkir Malioboro, sebetulnya 

pelaksanaan sosialisasi sudah lama dilakukan tapi dalam berjalannya diskusi 

tersebut banyak masukan yang diberikan juru parkir tidak ditampung oleh SKPD 

terkait. Lalu dalam pelaksanaannya juga Bagian Hubungan Masyarakat dan 
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Informasi jarang terlibat langsung dalam pelaksanaan diskusi tersebut. Hal ini 

cukup disayangkan karena salah satu tujuan humas pemerintah adalah menjadi 

advokat publik untuk administator pemerintah seperti menyampaikan opini publik 

kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik didalam organisasi, 

meningkatkan sesibilitas publik kepada pejabat administrasi (Cutlip, 2011). 

  Sementara itu, aktivitas Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

dalam membangun komunikasi lebih banyak melakukan diskusi dengan media 

dan kurang terlibat dalam diskusi bersama masyarakat terdampak isu, hal ini 

menjadikan timbulnya anggapan bahwa Bagian Hubungan Masyarakat lebih 

berpihak pada media. Selain itu bisa disimpulkan juga bahwa, hubungan yang 

dibangun Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi masih belum berimbang. 

Meskipun media memiliki peran penting dalam pengelolaan isu, namun Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi  juga harus memiliki hubungan langsung 

terhadap masyarakat khususnya yang terdampak isu.  

  Menurut hasil analisis peneliti, kurang efektifnya pelaksanaan tahap 

pengorganisasian juga memiliki dampak pada tahap selanjutnya. Hal ini terlihat 

pada kurangnya keterlibatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi pada 

pelaksanaan pembangunan komunikasi kepada masyarakat terdampak. Koordinasi 

yang kurang efektif antara Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan 

SKPD terkait relokasi area parkir Malioboro menimbulkan ada beberapa 

permasalahan yang belum tersampaikan sehingga dalam tahap pelaksanaannya, 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi kurang bisa maksimal dalam 

menjalankan perannya.   
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  Pelaksanaan pengelolaan isu selanjutnya adalah pengembangan wacana. 

Menurut hasil wawancara dengan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi, 

pengembangan wacana dilakukan melalui media mainstream maupun dalam 

bentuk diskusi-diskusi yaitu dengan mengembangkan wacana bahwa relokasi di 

satu sisi adalah untuk mencukupi kebutuhan publik yang lebih besar. Tren yang 

sedang terjadi di dalam isu relokasi area parkir tidak hanya mengerucut pada 

penolakan juru parkir saja, sehingga Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

merespon tren tersebut dengan membangun cara pandang lain bahwa relokasi 

adalah sebuah usaha mengembalikan ruang publik menjadi hak publik. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Chase bahwa pengelolaan isu merupakan usaha untuk 

menjelaskan tren dalam opini publik sehingga organisasi itu bisa merespon tren 

tersebut sebelum berkembang menjadi konflik serius (Cutlip, Center dan Broom 

2009). 

  Menurut hasil analisis peneliti, Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi telah melakukan pengembangan wacana dengan baik. Hal ini bisa 

terlihat dari banyaknya pemberitaan media yang mengangkat isu pengembalian 

ruang publik Malioboro. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi berhasil 

merespon tren yang ada di media sehingga pemberitaan tentang relokasi area 

parkir Malioboro yang ada di media tidak mengerucut pada penolakan, dan 

tuntutan kesejahteraan juru parkir. 

  Pelaksanaan pengelolaan isu selanjutnya adalah pendampingan media. 

menjalin hubungan yang baik dengan media harus dilakukan oleh seorang humas 

Beberapa cara yang digunakan humas dalam berkomunikasi dengan media 

diantaranya yaitu membuka akses informasi setiap saat dibutuhkan media, 
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membuka akses wartawan untuk berkomunikasi dengan top management, dan 

menjadikan organisasi sebagai satu-satunya sumber informasi yang mempunyai 

otoritas penuh dalam menyampaikan informasi yang akurat (Kriyantono, 2012). 

Hal ini telah terlihat dalam aktivitas Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

dalam melakukan diskusi rutin dengan teman-teman media, melakukan jumpa 

pers antara kepala SKPD dengan media, dan melakukan peliputan bersama 

wartawan media. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi telah membuka 

akses yang luas kepada media untuk bisa masuk dan terlibat untuk mendapatkan 

informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta. Terkait dengan pengelolaan isu 

relokasi area parkir Malioboro, Bagian Hubungan Masyarakat juga menjadi 

sumber informasi bagi media untuk mendapatkan informasi terkait isu tersebut. 

  Menurut hasil analisis yang dilakukan peneliti, pendampingan media 

yang dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi berjalan dengan baik. 

Hal ini terlihat dengan pemberitaan-pemberitaan yang ditulis di media tidak lagi 

menimbulkan provokatif dalam isu relokasi area parkir, bahkan menjelang tanggal 

relokasi area parkir Malioboro pemberitaan yang terjadi di media bersikap positif 

bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Walaupun secara prinsip media memiliki sifat 

independent namun hal ini menunjukkan bahwa media telah memahami tentang 

kebijakan relokasi area parkir Malioboro. 

 

D. Evaluasi 

  Dalam tahapan ini pihak manajemen dapat melihat hasil dari program 

yang telah dilaksanakan. Dari hasil yang telah didapatkan nantinya diharapkan 
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dapat membuat perubahan bagi organisasi ke arah yang lebih baik. Semua 

evaluasi dituntut untuk dapat menjelaskan konteks pelaksanaan program dan 

untuk mengintepretasikan hasil (Baskin, 1977). Hal ini dilakukan Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan melakukan koordinasi dengan 

Asisten Sekertaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membahas 

perkembangan isu, kritik saran dari publik maupun kepala SKPD pemerintah, 

Forum ini dilakukan rutin setiap bulannya. Terkait isu relokasi area parkir 

Malioboro, Pemerintah Kota Yogyakarta melihat pelaksanaan relokasi area parkir 

Malioboro ini adalah sebagai langkah awal penataan Malioboro secara 

keseluruhan. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi, pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro 

dikatakan berhasil karena dalam pelaksanaannya kontraksi atau 

perbedaan-perbedaan pandangan yang menjadi sorotan di media tidak terjadi, 

selain itu relokasi area parkir Malioboro menjadi usaha pemerintah dalam 

mengembalikan ruang publik kepada fungsinya dan langkah awal untuk penataan 

Malioboro kedepan. 

  Menurut hasil analisis yang dilakukan peneliti, pelaksanaan evaluasi 

yang dilakukan belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat pada pelaksanaan 

evaluasi yang dilakukan kurang rutin, selain itu pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan evaluasi hanya terdiri dari tingkat manajerial atau ketua dan 

jajarannya. Evaluasi yang efektif harus dilakukan pada semua tingkatan, baik di 

tingkat manajerial maupun tingkat teknis. Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi tidak melakukan evaluasi dalam koordinasi antara Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi dengan SKPD pelaksana relokasi area parkir 
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Malioboro. Hal ini kemudian yang menjadi penyebab terjadinya ketidakefektifan 

pelaksanaan pengelolaan isu pada tahap pengorganisasian dan pembangunan 

komunikasi pada tahap pelaksanaan.  

  Selain itu, dalam pelaksanaan evaluasi Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas dalam pengelolaan 

isu. Keberhasilan pengelolaan isu yang dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat 

dan Informasi hanya dilihat dari sisi pemberitaan media yang tidak lagi tentang 

penolakan terkait relokasi dan telah berubah menjadi pemberitaan berframing 

positif. Menurut hasil analisis peneliti, masih terdapat beberapa hal yang harus 

dievaluasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi diantaranya perilaku 

masyarakat pasca relokasi area parkir Malioboro dan mengembalikan 

kesejahteraan pada juru parkir Malioboro. 

  Menurut hasil wawancara dengan Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi, pengelolaan isu dalam penanganan relokasi area parkir Malioboro juga 

menemukan fakta bahwa ada cara pandang lain dari masyarakat dalam melihat 

relokasi area parkir Malioboro. Bahwa relokasi area parkir Malioboro adalah salah 

satu wujud pelaksanaan dari UU Keistimewaan Yogyakarta tentang pelestarian 

kawasan cagar budaya yang salah satunya adalah Malioboro. Karena Malioboro 

adalah kawasan yang dilewati oleh garis imajiner yang mengandung makna 

filosofis bagi Yogyakarta. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Hubungan 

Masyarakat, bahwa Malioboro telah menjadi ikon dari kota Yogyakarta sehingga 

dengan pelaksanaan relokasi area parkir Malioboro untuk menanta Malioboro ini 

menjadi wujud keistimewaan yang sesuai dengan tagline logo kota Yogyakarta, 

“istimewa”. 
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  Selain itu, muncul juga pandangan bahwa relokasi area parkir Malioboro 

berkaitan dengan penggalangan dukungan politik pemerintah kepada publik. Hal 

ini ditanggapi secara singkat oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

bahwa tidak ada kaitannya antara relokasi area parkir Malioboro dengan politik. 

Namun menurut hasil wawancara dengan juru parkir Malioboro, pasca relokasi 

area parkir Malioboro muncullah paguyuban baru (Forum Komunitas Petugas 

Parkir-FKPP) yang di bentuk oleh pemerintah, sedangkan sebelumnya juru parkir 

sudah memiliki paguyuban (Paguyuban Parkir A.Yani Malioboro 

Yogyakarta-PPAMY) dan diikuti oleh semua juru parkir Malioboro. Sehingga 

saat ini pengelolaan parkir dikelola oleh kedua paguyuban tersebut. Paguyuban 

baru (FKPP) yang dibentuk pemerintah ini diketuai oleh seorang juru parkir yang 

telah diangkat sebagai staf ahli salah satu calon walikota yang akan ikut serta 

dalam Pemilu walikota Yogyakarta tahun 2017 ini. Walaupun saat ini ketua 

paguyuban FKPP mendukung salah satu partai politik, para juru parkir anggota 

paguyuban FKPP dan paguyuban PPAMY tidak memberikan dukungan spesifik 

kepada salah satu partai tertentu. 

 

E. Faktor Pendukung dan Penghambat pengelolaan isu Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi dalam Penanganan Relokasi Area Parkir 

Malioboro 

  Dalam pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro, Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi mencermati bahwa terdapat beberapa faktor pendukung 

dan penghambat dalam pengelolaan isu tersebut. Isu relokasi area parkir 
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Malioboro sebenarnya merupakan isu yang cukup menguntungkan bagi 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut wawancara dengan Kepala Bagian 

Hubungan Masyarakat, isu relokasi area parkir bisa menjadi sebuah kekuatan bagi 

pemerintah karena isu ini berkaitan dengan mengembalikan fungsi bahu jalan 

yang telah digunakan publik tertentu untuk kepentingan publik umum. Melihat 

faktor pendukung ini, Bagian Hubungan Masyarakat dan Inforamsi bisa 

menjadikan isu ini sebagai bukti bahwa perhatian pemerintah memihak pada 

kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga ini menjadi kekuatan bagi 

pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang menolak kebijakan 

relokasi tersebut. 

  Selain itu, pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro sangat terbantu 

dengan adanya hubungan media yang baik yang dimiliki Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi. Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini 

publik yang berkembang, dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi secara 

aktif melibatkan media dalam pelaksanaan pengelolaan isu. Menurut hasil analisis 

yang dilakukan peneliti, hubungan baik yang terjadi antara Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi dengan media dipengaruhi oleh peran aktif Kepala Sub 

Bagian Hubungan Masyarakat yang secara rutin melakukan diskusi dengan 

teman-teman wartawan, selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri 

menyediakan wadah khusus bagi wartawan yang akan mencari informasi tentang 

Pemerintah Kota Yogyakarta.  

  Pengelolaan isu relokasi area parkir Malioboro sendiri juga memiliki 

beberapa tantangan yang menjadi faktor penghambat bagi Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi. Area parkir Malioboro telah menjadi tempat aktivitas 
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ekonomi bagi para juru parkir yang melakukan kegiatan ekonomi di sana. 

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan ekonomi sering kali 

menimbulkan penolakan dari publik tertentu, sehingga Bagian Hubungan 

Masyarakat dan Informasi harus siap menghadapi penolakan tersebut. Menurut 

hasil analisis peneliti, penolakan yang dilakukan para juru parkir dikarenakan 

kurangnya kesadaran para juru parkir tentang pemahaman area trotoar adalah area 

publik yang dapat digunakan masyarakat umum. Relokasi area parkir Malioboro 

merupakan usaha pemerintah untuk mengembalikan fungsi area trotoar sebagai 

area publik, namun para juru parkir merasa mereka digusur dari area parkir yang 

telah mereka kelola sejak dulu.  

  Selain itu, tantangan dalam pengelolaan isu ini adalah sifat media yang 

independent menjadikan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi tidak dapat 

mengontrol penuh pemberitaan yang akan dilakukan oleh media. Media memiliki 

kekuatan penuh untuk menentukan pemberitaan baik dari konten isu dan waktu 

penerbitannya. Namun dalam pelaksanaannya hal ini dapat diminimalisir oleh 

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi. Menurut hasil wawancara dengan 

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, hubungan personal yang dibangun 

dengan media menjadikan Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 

mengetahui apa yang dibutuhkan media, dan apa yang sedang menjadi fokus 

pemberitaan dari suatu media tersebut. Hal ini menjadi masukan yang bermanfaat 

bagi Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi, serta tetap menjaga sifat media 

yang independent. 
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Gambar 3.8 

 Skema Pengelolaan isu Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dalam 

Penanganan Relokasi Area Parkir Malioboro. 
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